
BUPATI ACEH BARAT DAYA 
PROVINS! ACEH 

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA 
NOMOR 6 TAHUN 2025 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACID;H BARAT DAYA 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KU.ASA 

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Qanun Kabupaten 
Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2024 tentf.ng Perubahan Ketiga 
�!�;1P�:�:=nd:e�u!:i� D;;�=or�bJ:�� !�;� 
Barat Daya, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya ( tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata 
Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya; 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten 
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh 
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 200.2 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4179); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4633); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti .Undang-Undang Nomor 2 

I Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 141, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887} 
sebagaimana telah diubah dengan Peratunan Pemerintah Nomor 
72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402}; 



Menetapkan 

6. Peraturan Menteri Sosial No�or 14 r l ahun 2016 .tentang 
Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daer Provinsi dan Dinas 
Sosial Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1590); · 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan IDaerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 23 Tahun 201� tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang_l_ Transmigrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1884); 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2:f Tahun 2016 tentang 
Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenag erjaan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik ndonesia Tahun 2016 
Nomor 1440); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Alj>aratur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 202 � tentang Penyetaraan 
Jabatan Administrasi Ke Dalam Jaba� Fungsional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 N9mor 525); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 T±un 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pa�a Instansi Pemerintah 
Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Beffta Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); J · 

11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya N mar 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Per gkat Kabupaten Aceh l 
Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh B at Daya Tahun 2016 { 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupa en Aceh Barat Daya 
Nomor 112) sebagaimana telah diubah eberapa ka1i terakhir 
dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat aya Nomor 3 Tahun 
2024 tentang Perubahan Ketiga atas Qctnun Kabupaten Aceh 
Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tenta.lng Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Bkat Daya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya TMiun 2024 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupat�n Aceh Barat Daya 
Nomor 165); i 

I 
MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDll.JDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA "t�RJA DINAS SOSIAL 
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH BIT DAYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM i 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dima.ksu dengan: 
1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut 

Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai 
suatu kesatuan masyarakat hukum y g diberi kewenangan 
khusus untuk mengatur dan men ( rus sendiri urusan 

.pemerintahari dan kepentingan masy a.kat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik If�onesia berdasarkan 
Undang-Undang .· Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, yang dipimpin oleh seorang bupar. 

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat qi.ya yang selanjutnya 
disebut pemerintah kabupaten adalab] unsur penyelenggara 



pemerintahan daerah kabupaten yang Jerdiri atas bupati dan 
perangkat daerah kabupaten. 

3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanj tnya disebut Bupati 
adalah kepala pemerintah daerah k upaten yang dipilih 
melalui suatu proses demokratis yang ilakukan berdasarkan 
asas langsung, umum, bebas, rahasia, j jur, dan adil. 

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya · isebut Sekda adalah 
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Bar t Daya. 

5. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabup ten Aceh Ba.rat Daya 
yang selanjutnya disebut Dinas Sosi dan Tenaga Kerja 

.adalah Dinas · Sosial dan Tenaga Kerja abupaten Aceh Barat 
Daya. 

6. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga K ia yang selanjutnya 
disebut Kepala Dinas adalah Kepala Di-has Sosial dan Tenaga 
Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya. r 

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada oulias Sosial dan Tenaga 
Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya. 

8. Bidang adalah Bidang pada Dinas So ial dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Aceh Barat Daya. 

9. Subbagian adalah Subbagian pada Di as Sosial dan Tenaga 
Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya. 

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah ad ah organisasi yang t 
melaksanakan kegiatan teknis operasio al dan/ atau kegiatan l teknis penunjang tertentu pada Dinas a u Badan Daerah. 

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis D erah Dinas Sosial clan 
Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Da a. 

12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi. pegawai = sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 

13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, 
tanggung jawab, wewenang clan haktra.ng Pegawai ASN 
dalam suatu satuan organisast. 

14. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok 
Jabatan Tinggi Pratama pada Instansi · merintah. 

15. Jabatan Administrator adalah sekelom k jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan layanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pemb gunan. 

16. Jabatan Pengawas adalah jabatan y g memiliki tanggung 
jawab mengendalikan pelaksanaan ke iatan yang dilakukan 
oleh pejabat pelaksana. 

1 7. Jabatan Fungsional adalah sekelompc jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pela anan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keter pilan tertentu. 

18. Jabatan pelaksana adalah sekelompok egawai Aparatur Sipil 
Negara yang bertanggung jawab m Jaksanakan kegiatan 
pelayanan publik serta administras� pemerintahan dan 
pembangunan. 

19. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang 
membentuk suatu proses aktivitas pJiaksanaan tugas dan 
fungsi organisasi. I 

20. Penyesuaian Sistem Kerja adal4h perbaikan dan 
pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai 
Aparatur Sipil Negara dengan 9-emanfaatkan sistem 
pemerintahan berbasis elektronik. I 

21. Mekanisme Kerja adalah proses dan I cara kerja organisasi 
yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai 



Aparatur Sipil Negara yang 
dilaku� 

dalam suatu sistem 
dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau 
keterampilan. 

22. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang 
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien 
antar unit organisasi untuk mengriasilkan kinerja dan 
keluaran yang bernilai tam.bah se�uai dengan tujuan 
pendirian organisasi. 

23. Togas adalah ikhtisar dari keseluruhan �ugas jabatan. 
24. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari 

tu gas. I 

I 
I 

I 
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas, Fungsi.. dan Tata Ke · a Dinas Sosial dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya. 

BAB III 
ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 3 
I 

( 1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabuphten Aceh Barat Daya 
Tipe A merupakan unsur pelaksana�rusan pemerintahan 
wajib yang berkaitan dengan pelayan dasar bidang sosial, 
urusan pemerintahan wajib yang ti ak berkaitan dengan 
pelayanan dasar bidang tenaga f ' kerja dan urusan 
pemerintahan pilihan bidang trans igrasi yang menjadi 
kewenangan Kabupaten. 

(2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipim] in oleh Kepala Dinas 
yang berada clibawah dan bertanggun jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris daerah. · 

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang S kretaris yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepad Kepala Dinas. 

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kep Bidang yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepad Kepala Dinas. 

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kt= pala Subbagian yang 
berkedudukan dibawah dan bertan g jawab kepada 
Sekretaris. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 4 

Pasal 2 

BABU 
PENETAPAN 

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial d 
dari: 

Tenaga Kerja, terdiri 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: I 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Kelompok Jabatan Fungsional; I 

I 

I 



c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 
Kelompok Jabatan Fungsional; r d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri d · Kelompok Jabatan 
Fungsional; . 

e. Bidang Pemberdayaan Sosial d Penanganan Fakir 
�skin, terdiri dari Kelompok Jabatat} Fungsional; 

f. Bidang Tenaga Kerja dan Transrigrasi, terdiri dari 
Kelompok Jabatan Fungsional; 

g. UPTD;dan . 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSII 

Bagian Kesatu 
Dinas Sosial dan Tenaga 

Pasal 5 

(1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempu yai tugas membantu 
Bupati dalam melaksanakan urusan ·p merintahan di bidang 
sosial dan tenaga kerja serta trans igrasi yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pemb tuan yang diberikan 
kepada daerah. 

(2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( } menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan dan penyus nan petunjuk teknis 

urusan pemerintahan bidang Sosial an Tenaga Kerja serta 
transmigrasi; 

b. pelaksanaan urusan ketataueahaan jnas; 
c. penyusunan program kerja tahunan, [angka menengah dan 

jangka panjang: 
d. penyelenggaraan kegiatan pela anan di bidang 

perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 
rehabilitasi sosial dan tenaga kerja serta transmigrasi; 

e. pembinaan . dan pemberian dukungrn administrasi yang 
meliputi ketatausahaan, kepegr,waian, keuangan, 
kerumahtanggaan, kerja sama, I hukum, organisasi, 
hubungan masyarakat, serta kearsi dan dokumentasi; 

f. pelaksanaan koordinasi dan kerja a dengan institusi 
dan atau lembaga terkait lainnya; 

g. pemantauan terhadap lembaga sosi masyarakat dibidang 
kesejahteraan sosial dan tenaga kerj serta: transmigrasi; 

h. penyusunan laporan basil pe aan program dan 
kegiatan; dan t 1. pelaksanaan tugas kedinasan lainny yang diberikan oleh 
Bupati terkait dengan tugas dan fun . inya. 



Bagian Kedua . 
Sekretariat 

Pasal 6 

( 

meliputi 
keuangan, 

masyarakat, 

tugas sebagaimana 
an fungsi: 

program dan 

( 1) Sekretariat mempunyai tugas memban u Kepala Dinas dalam 
lingkup kesekretariatan yang meliputi gelolaan umum dan 
kepegawaian, pengelolaan keuang pengoordinasian 
penyusunan program, data d infonnasi serta 
pengoordinasian tugas-tugas bidang. 

(2) Sekretariat dalam melaksanakan 
dimaksud pada ayat ( 1) menyelengg 
a. pengoordinasian 

anggaran; 
b. pemberian dukungan 

kepegawaian, 
kerumahtanggaan, kerja sama, h 
kearsipan, dan dokumentasi; 

c. penataan organisasi dan tata laksan 
d. pengoordinasian pelaksanaan fasilij si, pembinaan dan 

pengendalian tata naskah dinas; I 
e. pengoordinasian pelaksanaan kebl ''akan, evaluasi dan 

pelaporan; 
f. pengelolaan barang/kekayaan milik aerah; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang dibe · oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 7 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawai'!f mempunyai tugas 
membantu sekretaris dalam melaku14an penyiapan bahan 
pelaksanaan bidang umum dan kepeglaian, ketatausahaan, 
kerumahtanggaan, kerja sama, h ungan masyarakat, 
kearsipan, dokumentasi, penataan rganisasi dan tata 
laksana. 

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian�dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengelolaan surat menyurat dan ke sipan; 
b. pengelolaan sarana dan prasarana k9rja; 
c. pengelolaan ketertiban dan keaman� kantor; 
d. pengelolaan administrasi kepegawaian; 
e. pengelolaan bidang hubungan masyarakat; 
f. pengelolaan sistem informasi; 
g. penyusunan laporan hasil pe:taan program dan 

kegiatan Subbagian Umum dan Kepe awaian; 
h. pengelolaan ketatausahaan kepegaw ian; dan 
L pelaksanaan tugas lain yang dibe · oleh atasan sesuai 

bidang tugasnya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Perlindungan dan Jam· an Sosial 

Pasal 8 

( 1) Bidang Perlindungan dan Jaminan So ial mempunyai tugas 
membantu kepala dinas merumu an, merencanakan, 
mengendalikan, menyelenggarakan dan membina 



pelaksanaan program dan kegiatan rrusan pemerintahan 
bidang perlindungan sosial dan jamin� sosial. 

(2) Bidang Perlindungan dan J'an Sosial dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan 

dengan bidang perlindungan dan j · an sosial; 
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasil tasi, koordinasi, serta 

pemantauan dan evaluasi perlin ngan sosial korban 
bencana alam; . 

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fas· tasi, koordinasi, serta 
pemantauan dan evaluasi perlin ngan sosial korban 
bencana sosial; 

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fas· tasi, koordinasi, serta 
pemantauan dan evaluasi jaminan s sial keluarga; 

e. pelaksanaan norma, standar, prosed r, dan kriteria bidang 
perlindungan danjaminan sosial; 

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas program dan 
kegiatan; dan I 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainn a yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan bidang tugasn a. 

Bagian Keempat 
Bidang Rehabilitasi So ial 

Pasal 9 

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempuntai tugas membantu 
kepala dinas merumuskan, merenc�an, mengendalikan, 
menyelenggarakan dan membina pel sanaan program dan 
kegiatan urusan pemerintahan di bid g Rehabilitasi sosial; 

(2) Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1) menyelenggarakan 
fungsi: 

f 

a. 

. b. 

c. 

d. 
e. 

f. 

g. 
h. 

perumusan kebijakan dan p tunjuk teknis yang 
berkaitan · dengan Bidang Rehabili si Sosial; 
pengendalian penyusunan progr dan rencana kerja 
bidang rehabilitasi sosial; 
pengendalian pelaksanaan bingan teknis dan 
pengendalian terhadap upaya reh ilitasi sosial; 

I 

pemantauan dan evaluasi prestasi kerja bawahan; 
pengendalian pelaksanaan koor nasi dengan instansi 
terkait dan lintas sektor dal upaya pembinaan, 
pengendalian dan rehabilitasi sosif; 
pengendalian evaluasi pelaksana?f tugas sesuai norma, 
standar, prosedur dan kriteria bid�g rehabilitasi sosial 
penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan 
kegiatan;dan I 
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan bidang ugasnya. 

Bagian Kelima 
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

Pasal 10 

( 1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pen ganan Fakir Miskin 
mempunyai tugas membantu k pala. dinas dalam 



I 

merumuskan.. merencanakan, I mengendalikan, 
menyelenggarakan dan membina pel4,sanaan program dan 
kegiatan urusan pemerintahan di l!>idang Pemberdayaan 
Sosial. 

(2) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pen ganan Fakir Miskin 
dalam melaksanakan tugas sebag · ana dimaksud pada 
ayat ( l) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan dan pe unjuk teknis yang 

berkaitan dengan bidang pernberd aan sosial; 
b. pengendalian penyusunan progr dan rencana kerja 

bidang Pemberdayaan Sosial; 
c. perumusan kebijakan teknis 

Sosial; 1 
d. pemantauan dan evaluasi prestasi erja bawahan; 
e. pengendalian pelaksanaan koor · asi dengan instansi 

terkait dan lintas sektor dalam upaya pemberdayaan 
sosial; 

f. penyelenggaraan evaluasi pelak aan tugas sesuai 
norma, standar, prosedur . d kriteria bidang 
pemberdayaan sosial; I 

g. pen�sunan laporan hasil pelakr,naan program dan 
kegiatan; dan 1 

{ 

h. pelaksanaan tugas kedinasan · yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan bidang 

Bagian Keenam 
Bidang Tenaga Kerja dan T smigrasi 

Pasal 11 

uasi, dan pelaporan 
dan pendaftaran 

( 1) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigr si mempunyai tugas 
membantu kepala dinas dalam merum skan, merencanakan, 
mengendalikan, menyelenggarakan dan membina 
pelaksanaan program dan kegiatan u san pemerintahan di 
bidang tenaga kerja dan transmigrasi. 

(2) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigras melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1) menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan dan pe;njuk teknis yang 

berkaitan dengan bidang pelatih kerja, penempatan 
tenaga kerja, hubungan industrial an transmigrasi; · 

b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana 
anggar� y�g berkaitan dengan bir '. ang tenaga kerja dan 
transmigrasi; 

c. pengendalian pelaksanaan fasilita31peserta pemagangan 
dan calon tenaga kerja di dalam d luar negeri; · 

d. pengkoordinasian penyiapan 
\ 

a dan prasarana 
pelatihan berbasis kompetensi; 

e. pengkoordiruisian analisis kebutuhan dan pelaksanaan 
pelatihan berbasis kompentensi; I 

f. pengawasan penyebarluasan infl rmasi pasar kerja 
kepada pencari kerja dan penye pekerjaan di dalam 
dan luar negeri; 

g. pengoordinasian pemantauan, 
pengesahan peraturan peru 
perjanjian kerja bersama: 



h. pengoordinasian pembinaan, pe luhan, bimbingan, 
dan monitoring hubungan industri 

1. pengoordinasian pelaksanaan pen elesaian perselisihan 
di perusahaan, pelaksanaan mogo kerja, dan penutupan 
perusahaan; 

J. pelaksanaan koordinasi pengemb�gan dan perluasan 
kesempatan kerja serta transmigra i; 

k. penyusunan laporan hasil pelak aan program dan 
kegiatan; dan 

I. pelaksanaan tugas lain yang dibe · an oleh atasan sesuai 

dengan �:;p::a:�;A� FUNG�IONAL 

Pasal 12 

Di lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga erja dapat ditetapkan 
jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang 
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 13 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempun ai tugas memberikan 
pelayanan fungsional dalam pelaksan,an tugas dan fungsi 
jabatan pimpinan tinggi pratama suai dengan bidang 
keahlian dan keterampilan. · 

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat 
( 1) kelompok jabatan fungsional dapat ekerja secara individu 
dan/atau dalam tim kerja untuk m ndukung pencapaian 
tujuan dan kinerja organisasi. 

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada yat (2) terdiri atas: 
a. ketua tim; dan 
b. anggota tim. 

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud p da ayat (3) huruf a 
berasal dari pejabat fungsional y g ditugaskan oleh 
pimpinan unit organisasi dengan rnern erhatikan kompetensi 
dan keahlian sesuai dengan kebutuhan elaksanaan tugas. 

(5) Ketua tim melaksanakan mekanis e koordinasi dan 
pengelolaan kegiatan sesuai dengan bid ng tugasnya. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pe sanaan tugas dan 
penugasan kelompok jabatan fungsion dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundan undangan. 

Pasal 14 j 
(I) Kelompok Jabatan Fungsional sebag · ana dimaksud dalam 

Pasal 12, terdiri atas berbagai jenis jabi 1 tan fungsional sesuai 
dengan bidang keahliannya yang pe gangkatannya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundan -undangan. 

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fun ional sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) ditentukan bef ' dasarkan kebutuhan 
yang didasari atas analisis jabatan dan eban kerja. 

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional 
sebagairnana dirnaksud pada ayat { 1) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undj yang mengatur 

I 
I 



jabatan fungsional masing-masing. 

BAB VI 
TATAKERJA 

Pasal 15 

penyusunan 
kinerja yang 

gkungan Dinas Sosial 
Sistem Pengawasan 

dkan terlaksananya 

( 1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, 
Kepala Bidang dan Kepala Subbagian se'rta Kelompok Jabatan 
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit 
organisasi lainnya. 

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di · 
dan Tenaga Kerja wajib melaksan 
Internal Pemerintah untuk mewuj 
mekanisme akuntabilitas publik 
perencanaan, pelaksanaan dan pel 
terintegrasi. 

Pasal 16 

( 1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat m�laksanakan tugasnya f 
karena berhalangan sementara, bupati rtau sekretaris daerah ' 
atas nama bupati menunjuk Sekre�s atau salah seorang 
Kepala Bidang untuk mewakili dan rnelaksanakan tugas rutin 
Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat �Jiaksanakan tugasnya 
karena berhalangan sementara, Kep�a Dinas menunjuk 
salah seorang Kepala Bidang atau salah seorang Kepala 
Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas 
Sekretaris sesuai peraturan perundan�tndangan. 

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat Irljelaksanakan tugasnya 
karena berhalangan sementara, Kepala Dinas menunjuk 
kepala bidang yang lain untuk mewilfili dan melaksanakan 
tugas rutin Kepala Bidang yang berhalarigan sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Dalam hal Kepala Subbagian ti.dak dapat melaksanakan 
tugasnya karena berhalangan seme tara, Kepala Dinas 
menunjuk kepala subbagian yang 1 · untuk mewakili dan 
melaksanakan tugas rutin Kep Subbagian yang 
berhalangan sesuai peraturan perunda g-undangan. 

( 5) Dalam hal pejabat struktural berh angan tetap, bupati 
menunjuk pejabat struktural yang 1 · untuk mewakili dan 
melaksanakan tugas rutin peja1t struktural yang 
berhalangan sesuai peraturan perund g-undangan. 

Pasal 17 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penupjukan pejabat 
mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman 
ketentuan mengenai tata naskah dinas. I 

I 

yang 
pada 

Pasal 18 

( 1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
harus menerapkan sistem akurrtabi itas kinerja instansi 
pemerintah. 



{2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerj instansi pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) dilaksanakan oleh 
seluruh unit organisasi di lingkung Dinas Sosial dan 
Tenaga Kerja. 

Pasal 19 

( 1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyu n peta proses bisnis 
yang menggambarkan tata hubungan erja yang efektif dan 
efisien antarunit organisasi di lingkun an Dinas Sosial dan 
Tenaga Kerja. 

(2) Peta proses bisnis antar unit organisa, di lingkungan Dinas 
Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana sud pada ayat ( 1) 
ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 20 

Kepala Dinas menyampaikan laporan ke�da Bupati mengenai 
hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Din s Sosial dan Tenaga 
Kerja secara berkala atau sewaktu-waktu s suai kebutuhan. 

Pasal 21 

( 1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab 
memimpin dan mengoordinasikan baw an dan memberikan 
pengarahan dalam pelaksanaan tug s sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaim na dimaksud pada 
ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi leh bawahan secara 
bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundan�-undangan. 

Pasal 22 

Atas dasar pertimbangan daya guna d hasil guna masing­ 
masing pejabat dalam lingkungan Dinas S sial dan Tenaga Kerja 
dapat mendelegasikan kewenangan tert ntu kepada pejabat 
setingkat dibawahnya sesuai dengan etentuan perundang­ 
undangan. 

BAB VII 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 23 

( 1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala 
Subbagian diangkat dan diberhentikan leh Bupati. 

(2) Pejabat fungsional dan unsur lain di li gkungan Dinas Sosial 
dan Tenaga Kerja diangkat dan diberhentikan sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan 
sesuai dengan peraturan perundang-ul nklangan. 

Pasal 24 

Jabatan pada Dinas Sosial dan Tenaga Ke a sebagai berikut: 
a. Kepala Dinas merupakan Jabatan · pinan Tinggi Pratama 

atau eselon II. b; 



b. Sekretaris merupakan Jabat.an Admi istrator atau eselon 
III.a; 

c. Kepala Bidang merupakan Jabat.an A · istrator atau eselon 
III.b; dan . 

d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon 
IV.a. 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 25 

Segala biaya yang diperlukan untuk 
jlaksanakan 

kegiatan 
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dibeb kan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Ac h Barat Daya serta 
sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIH N 

Pasal 26 

(1) Pejabat Administrasi yang disetar an dalam Jabat.an· 
Fungsional melaksanakan koordina i dan pengelolaan 
kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan 
pelaksanaan penyesuaian sistem kerja. I 

(2) ·Pejabat yang ditetapkan dan dilantik �dasarkan Peraturan 
Bupati Aceh Barat Nomor 49 T un 2016 tent.ang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tu as, Fungsi dan Tata 
Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ace Barat Daya, tetap 
menjabat dan melaksanakan tugas s ai dengan ditetapkan 
dan dilantik pejabat berdasarkan perat ran bupati ini. 

( 

BABX 
KETENTUAN LAIN-LAI 

Pasal 27 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTU� 

(1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisir beban kerja masing­ 
masing pemangku jabatari serta petajrbatan di lingkungan 
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di Dinas 
Sosial dan Tenaga Kerja ditetapkan oleli Bupati. 

(3) Standar Kompetensi Jabatan pernangku jabatan di 
lingkungan Dinas Sosial dan Tenag� Kerja diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

(4) Ketentuan lebih lanjut terkait pem . ntukan UPTD diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

I 

Pasal 28 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai her , Peraturan Bupati 
Aceh Barat Nomor 49 Tahun 2016 tent.an Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial 



Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita DaJrah Kabupaten Aceh 
Barat Daya Tahun 2016 Nomor 49}, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 29 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin 
Peraturan Bupati ini dengan penempa 
Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. 

ggal diundangkan. 

kan pengundangan 
ya dalam Berita 

Diundangkan di Blangpidie 
pada tanggal f � 2025 M 

1446 H 

f Plt. SEKRETARIS DAERAH I 
� KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 

/)(//)Q7Jd�I, 

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 20�5 NOMOR '1 
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